
WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 443/ 4L7 TAHUN 2O2O

TENTANG
PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA YRUS D/SEASE 2OL9 (COVID|g) DI KOTA SEMARANG

Menimbang

WALIKOTA SEMARANG,

: a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) peraturan warikota
Semarang Nomor 28 Tahun 2O2A tentang pedoman
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam
rangka percepatan penanganan Corona Vints Di,sease
2Ol9 (COVID-|9) di Kota Semarang, maka dalam upaya
mencegah meluasnya penyebaran corona virus Di.sease
2OL9 (COVID\9), Walikota memberlakukan pelaksanaan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang yang
jangka waktunya ditetapkan dengan Keputusan
Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan walikota semarang tentang pemberlakuan
Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam
rangka percepatan penanganan Corona Vints Di.sea,se
2Ol9 (COVID|9) di Kota Semarang;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 19SO Nomor 45);

2. undang-undang Nomor 4 Tahun rgg4 tentang wabah
Penyakit Menular (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);

Mengingat



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentaxg
Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang
Administrasi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3097);

(

6.



10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang

Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-

Kabupaten Daerah Tingkat II Furbalingga, Cilacap,

Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan

di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3097);

I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42'

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

a8281;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O08 tentang
Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8

Nomor 43, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2O tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Vints Disease 2Ol9
(COVID|9\ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);

15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kota Semarang (kmbaran Daerah Kota Semarang Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan kmbaran Daerah Kota
Semarang Nomor 48);

17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan kmbaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1 14);



Menetapkan :

KESATU

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157):

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Diseo.se 20 1 9 (COVID- 1 9);

20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 9A Tahun 2O2O tentang Penetapan

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah

Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;

2l.Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 13A Tahun 2O2O tentang Perpanjangan

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah

Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat dalam rangka percepatan penanganan

Corona Virus Di.sea.se 2Ol9 (COVID\9) di Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSI(AN:

: Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vints Disease

2}lg (COVID 19) di Kota Semarang selama 28 (duapuluh

delapan) hari terhitung mulai tanggal 27 Apil 2020 sampai

dengan tanggal 24 Mei 2O2O.

: Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/ atau
melakukan aktifitas di Kota Semarang wajib mematuhi
ketentuan pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-|9) di Kota Semarang.

KEDUA



KtrTIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Jangka Waktu pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat
diperpanjang berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Di.seo.se 2Ol9 (COVID 191

di Kota Semarang.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang dan /atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber dana
lain yang sah dan tidak mengikat.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 ApriL 2O2O

SALINAN, disampaikan kepada yth. :

l. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semaranq:
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra'Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10.

(COVD19) di Kota Semarane.


